
 
 BUPATI SUMEDANG  

 PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
  

NOMOR   183  TAHUN 2022  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG  

NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kajian dilapangan, 

khusus mengenai tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah perlu adanya perubahan dan penyesuaian; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
43);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6176); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6057); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 941); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan  Jaminan  Kematian yang 

Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten  Sumedang  Nomor  5  Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor  5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang  Nomor 
18); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  Nomor  5  Tahun 2017  
tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor  5, Tambahan 
Lembaran Daerah  Kabupaten  Sumedang  Nomor 3); 

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedaang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 
Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 
Nomor 34); 

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5  Tahun 
2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 
72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 
Nomor 111); 

 
  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 72 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH. 
 

 
 

 
 

Pasal I ... 
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  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 5  Tahun 2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 111 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 111), diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

  Pasal 15 
(1) Besaran Tunjangan perumahan ditetapkan dengan 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalis, 
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luar 

bangunan dan lahan rumah negara. 
(2) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu 

juta rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp26.000.000,00 (dua 

puluh enam juta rupiah); dan 
c. Anggota DPRD sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh  

satu juta rupiah). 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18  diubah,  sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 
 

  Pasal 18 
(1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas 

juta rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh 

belas juta rupiah); dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas 

juta rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada  ayat  (1) huruf a dan huruf b hanya diberikan apabila 
Pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat menyediakan 
kendaraan dinas jabatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan. 
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  Pasal II 

1. Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Pasal 15  

dan  Pasal  18  sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini 
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang. 

 
 

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal  15 November 2022 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal  15 November 2022 
 

      SEKRETARIS DAERAH  
     KABUPATEN SUMEDANG, 
 

                   ttd 

 
      HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2022  NOMOR 183 
 
              Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

                 KABUPATEN SUMEDANG 
 

 
              DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 

              NIP. 19650129 199803 1 001 
 


